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PUTUSAN 

Nomor 296/Pdt.G/2021/MS.Str 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG 

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam 

sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat 

antara: 

Penggugat binti , Nik xxxx, Tempat dan tanggal lahir Lukup Sabun, 12 Maret 

1984, agama Islam, pendidikan terakhir DII, pekerjaan 

Honorer, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, 

Nomor Handphone xxxxx, dalam hal ini 

menggunakan domisili elektronik dengan alamat 

email @gmail.com, sebagai Penggugat; 

melawan 

Tergugat bin , Nik xxxx Tempat dan tanggal lahir Bener Tengah, 04 Maret , 

agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, 

tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, sebagai  

Tergugat; 

Mahkamah Syar’iyah tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat;  

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2021 

yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong 

pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 

296/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat  telah melangsungkan   pemikahan   dengan  

Tergugat  pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011  di  hadapan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2021/MS.Str 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bener Meriah 

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx  tanggal 24 Januari 2011; 

2. Bahwa  setelah  menikah,   Penggugat   dan  Tergugat   hidup  

rukun  sebagaimana   layaknya suami   isteri  dengan   baik,  telah  

berhubungan    badan   dan  keduanya   bertempat   tinggal 

bersama  di Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing kurang lebih 2 

tahun dan pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke , , 

Kabupaten Bener Meriah kurang lebih 8 Tahun. 

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 

2 orang anak yang bernama: 

Anak 1 Lahir di Kenine, 01 Agustus 2011. 

Anak 2 Lahir di Kala Tenang, 12 Mei 2016. 

4. Bahwa kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya 

rumah tangga lainya kurang lebih 5 Tahun. 

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan 

terjadi perselisihan dan Pertengkaran sekitar tahun 2017. 

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut 

adalah karena: 

6.1.Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, ketika Tergugat memiliki 

uang tidak mau berbagi dengan Penggugat selaku istri dan ketika 

Penggugat meminta Tergugat mengatakan sudah tidak memiliki uang 

atau dengan alasan uang belum keluar. 

6.2.Tergugat tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat dan bersikap 

dingin. 

6.3.Tergugat tidak perduli dengan kebutuhan Penggugat. 

6.4.Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan kepada Tergugat untuk 

merubah   sikap dan tingkah lakunya namun Tergugat hanya meng 

iyakan saja tetapi tidak merubah sikap nya tersebut. 

6.5.bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga Larut malam 

7. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 terjadi kesalah pahaman antar 

Penggugat dan Tergugat, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh 

padahal tuduhan Tergugat tidak pernah Penggugat lakukan. Penggugat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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hanya menelpon dengan Teman Perempuan namun Tergugat merasa 

curiga dan menuduh Penggugat selingkuh tanpa mencari bukti kebenaran 

nya Tergugat melempar HP milik Penggugat sampai pecah dan 

pertengkaran semakin memuncak. 

8. Bahwa pada Tanggal 20 Agustus 2021 Tergugat mengusir Penggugat dari 

Rumah kediaman bersama lantaran Tergugat tidak percaya dengan 

Penggugat. 

9. Bahwa pada saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 

dengan Tergugat. 

10. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama Anak 2 Lahir di 

Kala Tenang, 12 Mei 2016 jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung 

nya dikarenakan anak tersebut masih kecil berumur 5 Tahun dan 

membutuhkan kasih sayang seorang ibu. 

11. Bahwa  sejak berpisahnya  Penggugat  dan Tergugat  selama kurang 

lebih 3 bulan,  maka  hak  dan  kewban   suami   isteri  tidak  

terlaksana   sebagaimana mestinya  karena  sejak  saat  itu Tergugat  

tidak  lagi melaksanakan   kewbannya   sebagai suami terhadap  

Penggugat; 

12. Bahwa dengan  sebab-sebab  tersebut  di atas,  maka  Penggugat  

merasa  rumah  tangga  antara Penggugat dan Tergugat tidak  dapat   

dipertahankan     lagi   karena    perselisihan    dan pertengkaran 

seta kesalahpahaman yang berlanjut. 

13. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga 

dan aparatur , , Kabupaten Bener Meriah namun tidak dapat membuat 

rumah tangga penggugat dan tergugat rukun kembali. 

14. Bahwa mengingat tergugat bekerja sebagai Petani maka jika terjadi 

perceraian penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar 

nafkah selama masa iddah sejumlah 3 (tiga) juta rupiah yang dibayarkan 

sebelum tergugat mengambil Akta Cerai; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon 

kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis 

Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2021/MS.Str 

memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya 

dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat bin ) terhadap 

Penggugat (Penggugat binti  ) 

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak 2 Lahir di Kala Tenang, 

12 Mei 2016. 

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah 

terhadap penggugat sejumlah 3 (tiga) juta rupiah 

5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku; 

6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan  yang 

seadil-adilnya;   

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang 

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang 

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan 

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; 

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena 

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;  

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup 

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang 

isi dan maksudnya ada penambahan pada petitumnya yaitu Penggugat ingin 

anak yang bernama Anak 1 Lahir di Kenine, 01 Agustus 2011ditetapkan hak 

asuhnya kepada Penggugat dan dalil-dalil selebihnya tetap dipertahankan oleh 

Penggugat; 

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir 

di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat 

didengarkan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut : 

1. Bukti Surat. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK 

xxxx tanggal 29-03-2019 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Alat bukti surat 

tersebut telah di-nazagelen, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan 

diberi kode P.1; 

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 24 Januari 2011, atas 

nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama  Kabupaten Bener Meriah,. 

Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan 

aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode P.2; 

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor 

1117-LU-17062016-0001 tanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh 

Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut 

telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan 

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3; 

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat Nomor 

1117082201140003 dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah 

diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan 

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4; 

2.  Bukti Saksi. 

Saksi 1, , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, 

bertempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah  

Kakak Kandung Penggugat;  

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri 

yang sah;  

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal 

terakhir kali di   Kabupaten Bener Meriah;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 2 (dua) orang anak, 

sekarang tinggal dengan Tergugat;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang terus menerus;  

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan 

Tergugat karena Tergugat tidak perhatian dan soal keuangan tidak 

transparan sehingga nafkah keluarga tidak mencukupi;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;  

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang 

lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;  

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat 

masih tetap dirumah tersebut;  

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah 

lagi berkomunikasi;  

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk rukun 

kembali, dan itu berhasil bahkan sempat dibuat suat perjanjian, tapi 

nyatanya sekarang tidak rukun lagi;  

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani, punya lahan sendiri dan juga 

bekerja di kebun orang; 

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah terlibat dengan 

tindakan kriminal;   

Saksi 2, , umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, di bawah 

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

Keponakan Penggugat;  

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri 

yang sah;  

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di   

Kabupaten Bener Meriah;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 2 (dua) orang anak 

sekarang bersama dengan Tergugat;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

harmonis;  

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab tidak 

harmonisnya lagi dikarenakan Tergugat kurang terbuka masalah 

keuangan kepada Penggugat;   

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang 

lebih 3 (tiga) bulan;  

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat 

masih di rumah yang di ;  

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah 

lagi berkomunikasi ;  

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani Kopi dan Cabai, punya kebun 

sendiri dan terkadang bekerja di kebun orang lain; 

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah terlibat dengan 

tindakan kriminal;     

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan 

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan 

tanggapannya; 

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan 

apapun lagi dan mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu 

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu 

hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi 

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan; 
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak 

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, 

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa 

hadirnya Tergugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, 

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan 

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan 

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; 

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai 

adalah bahwa Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan sehingga menjadi 

masalah yaitu nafkah keluarga tidak mencukupi, akibatnya Tergugat mengusir 

Penggugat dari Rumah kediaman bersama, sehingga telah terjadi pisah tempat 

tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang, dan selama pisah 

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi 

menjalankan kewban sebagaimana layaknya suami-istri; 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau 

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena 

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara 

perceraian, maka Penggugat tetap diwbkan untuk membuktikan alasan-alasan 

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa 

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang 

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan 

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, 

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan 

Tergugat pada tanggal 24 Januari 2011, relevan dengan dalil yang hendak 

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan 

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 

pada tanggal 24 Januari 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) 
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Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta 

Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor 1117-LU-17062016-0001 dan Fotokopi 

Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat Nomor 

1117082201140003 dikeluarkan di Bener Meriah, dimana alat bukti tersebut 

merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, 

sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil 

isinya menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan 

mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 

sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi 

persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari 

Tergugat, sehingga P.3 dan P.4 merupakan alat bukti yang sah yang 

mempunyai nilai pembuktian; 

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: 

Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana 

telah diuraikan dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang 

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, 

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan 

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak 

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi 

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua 

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan 

keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum 

yang disimpulkan sebagai berikut: 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (Vide bukti P2); 

 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) 

orang anak; 

 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi 

disebabkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan 

Tergugat; 
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 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) 

bulan yang lalu; 

 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh 

keluarga dan Aparatur Kampung akan tetapi tidak berhasil, sehingga 

Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar’iyah Simpang 

Tiga Redelong; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi 

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi 

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan, dan tidak 

ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling 

mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai 

dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat 

diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga 

yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, 

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat 

menjalankan hak dan kewbannya masing-masing, yang mana untuk itulah 

rumah tangga diadakan; 

 Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk 

memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat 

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di 

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja 

tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan 

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian 

dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka 

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi 

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan 
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Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka 

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra 

Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak tersebut di atas, dalam surat 

gugatannya, Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama Anak 1 bin 

Tergugat dan Anak 2 bin Tergugat, sebagaimana dalam duduk perkara yang 

dipertimbangkan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum 

Islam Di Indonesia yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz 

atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dikaitkan dengan keterangan 

saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan mengenai 

keberadaan anak selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dimana 

kedua anak tersebut sekarang bersama dengan Tergugat, namun dikarenakan 

Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat membuktikan bahwa 

Tergugat lebih layak dan berhak mengasuh anak-anaknya dan Penggugat telah 

membuktikan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dalam mengasuh dan 

mendidik anak-anaknya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan 

saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, 

terbukti bahwa anak yang bernama Anak 1 bin Tergugat dan Anak 2 bin 

Tergugat tersebut belum berumur 12 tahun, yang berarti belum mumayyiz dan 

dalam pemeriksaan Majelis tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi 

Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, oleh karenanya 

sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi 

Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak 

atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak tersebut 

adalah Ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan 

Penggugat untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi anaknya tersebut di 

atas dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa hak hadhanah kedua anak tersebut diberikan kepada 

Penggugat sebagai ibunya, namun keberadaan anak yang bernama Anak 1 

Lahir di Kenine, 01 Agustus 2011 dan Anak 2 Lahir di Kala Tenang, 12 Mei 
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2016 sekarang tinggal bersama dengan Tergugat, maka Majelis Hakim 

memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama 

Anak 1 Lahir di Kenine, 01 Agustus 2011 dan Anak 2 Lahir di Kala Tenang, 12 

Mei 2016 kepada Penggugat secara suka rela; 

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah anak tersebut diberikan 

kepada Penggugat sebagai ibunya, namun berdasarkan pasal 45 

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua orangtua wb mendidik anaknya 

sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula 

menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) undang-undang nomor 35 tahun 2014 

perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak, karenanya Tergugat diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau 

berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya 

tersebut dan Penggugat sebagai ibu wb memberi akses kepada Tergugat 

sebagai ayah untuk bertemu dengan anaknya dan jika tidak memberi akses 

kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan 

pencabutan hak hadlanah (Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2017); 

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah 

Simpang Tiga Redelong adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana 

maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) 

meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya 

(Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru; 

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka 

bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci 

(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut 

ba’da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155  

Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wb 

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, 

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum 

Islam; 

Menimbang, bahwa Penggugat selama menjalani masa ‘iddah baik karena 

talak atau wafat membutuhan tempat kediaman dan hal-hal mendasar lainnya, 
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tempat mana yang mampu melindungi Penggugat dari keadaan yang tidak 

aman, sebagaimana maksud dari Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam. Fakta 

mana di persidangan yang membuktikan bahwa isteri tidak dalam keadaan 

nusyuz, sehingga bekas suami harus memberikan nafkah ‘iddah, maskan dan 

kiswah kepada mantan isterinya apabila ditetapkan sebuah perkawinan putus 

karena sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan 

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hal ini 

juga sesuai dengan yang termuat dalam Kitab Syarqawi Ala AlTahrir Juz IV 

halaman 349 yang berbunyi: 

 ونـفقة المعتدة ان كانت رجعية بأحبس الزوج عليها وبسلطنته   

Artinya : “Bekas suami wb memberi nafkah kepada bekas isterinya yang 

menjalani iddah talak raj’i karena bekas isteri tersebut masih dalam 

tanggungan dan kekuasaan bekas suami”; 

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah ‘iddah tersebut, 

Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 

608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 

November 2004, yang menyatakan nafkah, maskan dan kiswah, harus 

memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan. 

Selain itu pembebanan tersebut juga harus memenuhi nilai-nilai kemanusiaan 

dalam batas kemampuan Tergugat untuk memenuhinya; 

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini bertempat kediaman di rumah 

orang tuanya, sehingga untuk pemenuhan hak maskan dianggap telah tercapai, 

namun untuk memenuhi hak lainnya, maka Majelis Hakim menghukum 

Tergugat untuk memberikan nafkah ‘iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta 

rupiah) yang dibayar selama 3 (tiga) bulan mantan isteri menjalankan masa 

‘iddah; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 
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Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

MENGADILI: 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat bin ) kepada 

Penggugat (Penggugat binti ); 

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 bin 

Tergugat Lahir di Kenine, 01 Agustus 2011 dan Anak 2 bin Tergugat 

Tempat Tanggal Lahir di Kala Tenang, 12 Mei 2016, berada dibawah 

asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa 

menghilangkan hak dan kesempatan bagi Tergugat selaku ayah 

kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada 

anaknya tersebut; 

5. Menghukum Tergugat (Tergugat bin ) untuk menyerahkan anak yang 

bernama Anak 1 bin Tergugat Lahir di Kenine, 01 Agustus 2011 dan Anak 

2 bin Tergugat Tempat Tanggal Lahir di Kala Tenang, 12 Mei 2016 kepada 

Penggugat (Penggugat binti ) selaku pemegang hadhanah; 

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ‘iddah sebesar 

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 

7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp540.000,00 

(lima ratus empat puluh ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah 

Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 15 November 2021 

Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi’ul Akhir 1443 Hijriah oleh TAUFIK 

RAHAYU SYAM, S.H.I.,M.SI sebagai Ketua Majelis, ZAHRUL BAWADY, Lc 

dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, 

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk 

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan 

didampingi oleh LISA ASTARINA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan 

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 
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Hakim Anggota  

 

 

ZAHRUL BAWADY, Lc 

 

 

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H 

Ketua Majelis, 

 

 

TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I.,M.SI 

 Panitera Pengganti, 

 

 

LISA ASTARINA, S.H.I 

 

 

 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

-  Proses : Rp 70.000,00 

-  Panggilan : Rp 400.000,00 

-  PNBP : Rp 20.000,00 

-  Redaksi : Rp 10.000,00 

-  Meterai : Rp 10.000,00 

J u m l a h : Rp 540.000,00 

(lima ratus empat puluh ribu rupiah). 
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